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Penelitian ini berjudul " Studi tentang Peran Mg elis Ulamalndonesia (MUI) dalam Kurukunan Umat
Beragam?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan demokrasi dan partisipasi, implementasi Ham
dan anti kekerasan, semangat kebersamaan dan kesetaraan di MUI. Metode yang dipergunakan adalah
kualitatif dengan mengandal kan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.

Setelah melakukan penelitian, secara factual, MUI telah melaksanakan demokrasi dan partisipasi yang
dilembagakan dalam setiap pengambilan keputusan. K eputusan jangka pendek diambil melalui Rapat
Pengurus Paripurna, Rapat Pleno Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Harian Sedangkan instrumen
pengambilan keputusan jangka panjang terwadahi dalam Musyawarah Nasional yang diadakan limatahun
sekali, dan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.

HAM dan anti kekerasan yang dikembangkan MUI adalah rumusan yang didasarkan pada agjaran agama
Islam. Dalam konteks beragama, HAM dimaknai sebagai hak kebebasan yang dimiliki setiap manusia.
Karena kebebasannya itu, manusia dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakannya. Berdasarkan
landasan kebebasan tersebut, MUI secara kelembagaan menolak semua kekerasan yang bernuansa agama.
Penolakan tersebut dibarengi upaya untuk ikut meredakan konflik dengan ikut aktif terlibat dalam dialog-
dialog keagamaan, bersama dengan Mgjelis-Majelis agama lainnya.

Semangat kebersamaan yang dianut MUI juga mengabil dasar dari gjaran agama lslam, melipuiti
persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah |slamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan
persaudaran antar atau sesama manusia (ukhwah basyariah). Untuk membangun semangat kebersamaan
harus melalui saling percaya antar lembaga keagaman. Konsep MUI tentang saling percayaini dirumuskan
dalam bahasa agama yaitu masing-masing lembaga keagamaan harus memiliki rasa keikhlasan untuk saling
menghargai dan tidak saling mengganggu. Semangat kebersamaan dijunjung oleh MUI melalui cara-cara
formal dan informal. Secaraformal, semangat kebersamaan diwadahi melalui Komisi Kerukunan Antar
Umat beragama yang salah satu programnya adalah meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan
MajelisMgelis Agamalain. Secarainformal, dilakukan dengan melihat perkembangan dan tuntutan
masyarakat. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI aktif melakukan upaya penyelesaian konflik melalui
diskusi dan pertemuan-pertemuan. Sementara konsep kesetaraan yang dianut adalah konsep yang didasarkan
pada gjaran agama I slam. Oleh karena itu, menurut pandangan MUI, kesetaraan tidak bisa diartikan semua
sama. Dalam gjaran Islam ditetapkan bahwa saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Ini tidak
bisa dirubah. Ada batasan-batasan yang sifatnya kodrati dan sunnatullah. Jadi, kesetaraan merupakan
keseimbangan sesuai dengan bakat alamiah yang ada.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI telah menjalankan demokrasi dengan baik,
menjunjung nilai-nilai HAM, dan kesetaraan. Harus diakui masih ada konsep-konsep yang sifatnyalocal
dengan mendasarkan pada gjaran agama (Islam) yang barangkali bisa menimbulkan perbedaan perseps bila
dilihat dari kacamata demokrasi, Ham dan Kesetaraan universal. Tapi ini adalah kekhasan MUI yang
sekaligus menjadi titik lemahnya.

Daam ha peran MUI untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, MUI sebagal organisasi yang
memiliki tugas memberi nasehat, tidak bisa berkiprah langsung pada tataran masyarakat (praktis). MUI bisa
berperaan dalam tataran moral, misalnya memberi fatwa, himbauan, gakan, memberi rekomendasi dan
saran terhadap organisasi keagamaan sgjenis, lembaga-lembaga pemerintah dan DPR. Bila peran ini
dijalankan oleh MUI secarra maksimal, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kerukunan umat
beragama, tentu MUI telah memerankan dirinya dengan baik.



